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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

“Bahwau sesungguhnyau Kemerdekaani ialahi hak segalau bangsau 

dani olehi sebab itu makau penjajahani di atasi duniau harusi dihapuskan, 

karenau tidak sesuai dengani perikemanusiaani dani perikeadilan, dani 

perjuangani pergerakani kemerdekaani Indonesiau telahi sampailahi kepadau 

saati yangi berbahagiau dengani selamati sentausau mengantarkani rakyati 

Indonesiau kedepani pintu gerbangi kemerdekaani Republik Indonesia, yangi 

merdeka, berdaulat, adil dani makmur.”
1
 Memperhatikani teksi Pembukaani 

Undang-Undangi Dasar Republik Indonesiau Tahuni 1945 selanjutnyau 

disebuti (UUD 1945) membuktikani bahwau Negarau Indonesiau menjunjungi 

tinggi keadilani sosial dani kemanusiaani bagi seluruhi rakyati Indonesia, 

yangi merdeka, berdaulat, adil dani makmur. Negarau Indonesiau jugau 

memiliki Pancasilau sebagai dasar negara, maknau Pancasilau sebagai 

landasani dani dasar negarau Indonesiau dalami pembentukani peraturan, 

pelaksanaani pemerintahani dani mengatur penyelenggarau negara.  

Fungsi Pancasilau sebagai dasar negarau adalahi sebagai pedomani 

untuk pandangani terhadap pengambilani keputusani di kemudiani hari. 

Pancasilau sebagai jiwau bangsau yangi harusi diwujudkani padau lembaga, 

organisasi dani insani yangi adau di Indonesiau sebagai kesatuan. Bilau nilai-

nilai dalami Pancasilau diimplementasikani terhadap kehidupani berbangsau 
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makau tidak akau nadau lagi ketidakadilan, terorisme, koruptor dani 

kemiskinani yangi terjadi. Karenau dalami Pancasilau sudahi tercermini 

norma-normau yangi menjadi dasar ideologi bangsau dani negara, makau 

dapati tercapailahi cita-citau perumusi Pancasilau sebagai jalani keluar gunau 

menuntaskani masalah-masalahi yangi terjadi dalami kehidupani berbangsa.  

Sebagaimanau disebutkani dalami UUD 1945 Pasal 1 ayati (3) 

“Negarau Indonesiau adalahi Negarau Hukum”. Makau negarau Indonesiau 

menjunjungi tinggi keadilani terhadap seluruhi rakyatnyau yangi samau di 

hadapani hukumi tanpau pandangi bulu dani perkecualian. Dani demikiani 

jugau disebutkani padau silau ke 2 Pancasilau yaitu kemanusiaani yangi adil 

dani beradab. Makau hukumi adalahi sebagai pengatur dani penyelenggarau 

negara, pemerintahi sekaligusi wargau negarau dalami kehidupani sehari-hari. 

Posisi hukumi sangatlahi pentingi semuau permasalahani disepakati dani 

dipercayau bilau diletakkani dalami kerangkau pengaturani olehi hukum.  

Negarau Indonesiau berdasarkani atasi hukumi (rechtsstaat), bukani 

berdasarkani atasi kekuasaani (machtsstaat). Hukumi diterimau sebagai 

ideologi negarau Indonesiau untuk mewujudkani ketertiban, keamanan, 

keadilani sertau kesejahteraani bagi wargau negaranya. Bahwau hukumi 

memiliki konsekuensi nmengikati kepadau setiap tindakani yangi dilakukani 

olehi wargau negarau Indonesia. Makau dari itu perlu adanyau kesadarani dani 

tanggungi jawab bagi seluruhi wargau negarau agar tujuani di atasi dapati 

terwujud, baik dalami tingkah laku ataupuni tindakan.  
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Hukumi pidanau bertujuani untuk melindungi dani menyelamatkani 

individu atasi adanyau kejahatani dalami masyarakat, sehinggau tujuani 

tersebuti harusi dijagau agar tidak dimungkinkani kejahatani yangi lolosi 

disebabkani kesalahani dalami penyidikani atau mungkini sebaliknyau tidak 

adau kejahatani yangi olehi karenau carau penyidikani yangi keliru 

menyebabkani orangi yangi tidak bersalahi menderitau dani dihukumi tanpau 

salahi karenau dicap sebagai penjahat. “Makau banyak ahli hukumi yangi 

berpendapati sebagai berikuti : Pertama, hukumlahi penjahat, dani 

bebaskanlahi yangi tidak bersalahi dari tindakani hukumi karenau kekeliruan. 

Kedua, lebihi baik 10 penjahati lolos, dari padau kekeliruani menghukumi 1 

orangi yangi tidak bersalah.”
2
  

Prinsip-prinsip yangi terkandungi dalami negarau hukumi berkaitani 

dengani Hak Asasi Manusiau (HAM), jelasi diterangkani dalami Pasal 1 butir 

(1) Undang-Undangi Nomor 39 Tahuni 1999 tentangi HAMI  

“…..seperangkati hak yangi melekati padau hakikati dani keberadaani 

manusiau sebagai makhluk tuhani Yangi Mahau Esau dani merupakani 

anugerahNyau yangi wajib dihormati, dijunjungi tinggi olegi negara, hukumi 

dani pemerintah, dani setiap orangi demi kehormatani sertau perlindungani 

harkati dani martabati manusia”  

Adapuni padau hakikatnyau perlindungani terhadap korbani 

merupakani salah satu bentuk perwujudani dari perlindungani atasi hak asasi 

manusiau yangi merupakani penghormatan, penegakani dani sebagai 
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penjamini HAMI itu sendiri. Dengani adanyau persamaani antarau prinsip 

negarau hukumi dengani penegakani hak asasi manusiau merupakani satu 

matau uangi dengani sisi yangi berbeda.”
3

 Sehinggau upayau untuk 

perlindungani tersebuti perlu adanyau peraturani larangan-larangani bagi 

sistemi hukumi dani kedudukani Sistemi Peradilami (SPP) dalami rangkau 

perlindungani hak asasi manusiau bagi korbani salahi tangkap.  

Sistemi peradilani hukumi pidanau padau hakikatnyau merupakau 

suatu prosesi peradilani pidanau dalami rangkau penegakkani hukumi dani 

perlindungani yangi berhubungani sekali dengani perundang-undangani 

pidanau itu sendiri. Adapuni sistemi peradilani di Indonesiau terdiri dari 4 

(empat) sistemi yaitu penyidikan, penuntutan, peradilani dani Lembagau 

pemasyarakatan. Soal penyidikani yangi berwenangi adalahi pihak 

Kepolisiami Republik Indonesiau (POLRI). Dilaksanakani penyidikani ini 

sendiri tidak terlepasi dengani The Righti Of Due Processi yangi merupakani 

suatu prinsip dalami hukumi pidanau bahwau setiap tersangkau berhak 

diselidiki dani disidik di atasi landasani sesuai hukumi beracarau pidana. 

Karenau kepentingani penyidikani sangatlahi erati dengani penangkapan, 

yangi manau sudahi diatur dalami Pasal 1 butir 8 dani 10 Undang-Undangi 

nomor 2 tahuni 2002 tentangi Kepolisiani Negarau Republik Indonesia. 

Karenau itu adanyau kewenangani yangi dimiliki sebagai penyidik adalahi 

melakukan penangkapani gunau mengungkapkani kebenarani kasusi yangi 

terjadi.  
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Penangkapani sendiri merupakani kewenangani bagi penyidik yangi 

berupau membatasi atau pengekangani sementarau waktu kebebasani 

terdakwau atau tersangkau apabilau sudahi didapati cukup bukti gunau 

kepentingani penyidikani atau penuntutani dani atau peradilani menuruti carau 

yangi sudahi diatur dalami Undang-Undang. Karenau bersentuhani langsungi 

dengani masyarakati lebihi banyak dibandingkani jaksau atau hakim, makau 

polisi lahi yangi banyak dipersalahkani dalami kegiatani penyidikani jikau 

terjadi kesalahan. Adapuni karenau Polisi sebagai penegak hukumi pertamau 

yangi berusahau untuk melakukani penegakani hukum, perannyau puni 

sebagai pintu gerbangi sistemi peradilan, olehi karenau itu tidak 

mengherankani apabilau citrau sistemi peradilani seringi diidentikkani dengani 

kinerjau polisi.
4
 Dalami praktek kegiatani penyidikani puni terkadangi polisi 

tidak sesuai dengani peraturani yangi terterau dalami Pasal 18 Kitab Undang-

Undangi Hukumi Acarau Pidanau (KUHAP).  

Hal ini sangati terkaiti dengani seringi terjadinyau kasusi salahi 

tangkap, sebenernyau adau pihak-pihak yangi tidak terkaiti dengani tindak 

pidanau tersebuti tetapi karenau prosesnyau sehinggau dijatuhi hukuman. 

Adapuni bahkani pihak-pihak yangi tidak terkaiti dengani tindak pidanau 

dijatuhi dengani hukumani dan dituntut pidana penjara atau lebih lagi 

hukuman mati terhadap kejahatan yang sama sekali tidak pernah 

dilakukannya, dan kemudian di eksekusi. 
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Dalami prosesi penyidikani sendiri adanyau indikasi upayau paksau 

yaitu dengani tujuani untuk mempermudahi penyidikan, prakteknyau agar 

tersangkau mengakui perbuatannyau makau banyak carau yangi dilakukani 

penyidik polisi termasuk dengani carau kekerasan. Begitupuni dalami hal 

melaksanakani penangkapani polisi harusi terikati padau peraturan-peraturani 

yangi ditetapkani dalami KUHAP mengenai syarat-syarati untuk melakukani 

penangkapani kepadau seorangi tersangka, seperti adanyau dugaani bahwau 

seorangi tersebuti telahi melakukani tindak pidanau berdasarkani adanyau 

bukti permulaani yangi cukup dani disertai adanyau surati perintahi yangi sahi 

untuk melakukani penangkapani lalu beritau acarau penangkapan, yangi 

tembusannyau wajib disampaikani kepadau keluargau tersangka.  

“Adanyau penetapani bagi orangi yangi tidak bersalahi sebagai 

tersangkau merupakani sebuahi kekeliruani besar dani kasusi seperti ini 

adalahi suatu bentuk pelanggarani Hak Asasi Manusiau dani viktimologi 

menjadi usahau untuk menghadapi dani menanggulangi masalahi kejahatani 

dalami berbagai bidangi kehidupani dunia.”
5
  

Jikau penyidik melakukani penindakani kepadau seseorangi dani 

berupau salahi tangkap makau adau konsekuensi hukumi bagi penyidik, tidak 

hanyau pihak korbani yangi menjadi korbani salahi tangkap mendapatkani 

hukumani namun seharusnyau penyidik yangi melakukani kegiatani dengani 

kekeliruani sehinggau menimbulkani kerugiani bagi korbani jugau akani 

dihukumi sesuai peraturani yangi berlaku. Karenau ini adalahi bagiani dari 
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tanggungi jawab penyidik sehinggau harusi adau konsekuensinyau dani hal ini 

puni gunau jugau melakukani penegakkani di dalami hukumi acarau pidana. 

Jadi padau sistemi peradilani yangi manau harusnyau menegakkani peraturani 

jugau harusi ikuti melaksanakani dengani sebagaimanau mestinyau termasuk 

parau aparati penegak hukum.  

Berdasarkani paparani tersebuti di atas, penulisi akani mengkaji 

secarau mendalami kasusi yangi dialami Fi (17), Fau (13), Uk (12), dani P 

(16) yangi merupakani empati orangi pengameni jalanani yangi ditangkap 

olehi Subditi Jatanrasi Poldau Metro Jayau karenau dugaani pembunuhani di 

kolongi jembatani sampingi kali Cipulir, Jakartau Selatani padau tahuni 2013 

dengani motif perebutani lapak sesame pengamen. Padau prosesi pemeriksaani 

ke empati anak inti beradau dibawahi intimidasi parau penyidik, selaini 

adanyau penyiksaani padau prosesnyau keempati anak ini puni tidak 

mendapatkani bantuani penasehati hukumi sehinggau keterangani yangi 

terdapati padau BAP adalahi hasil karangani dani dipaksau tidak sesuai faktau 

yangi terjadi, padau prosesi penandatangani BAP puni keempati pengameni 

ini melakukani secarau paksau karenau adanyau penyiksaani kemudiani jikau 

merekau tidak menuruti perintahi penyidik. Terkaiti pemaksaani dani 

intimidasi yangi diberikani olehi penyidik membuati keempati pengameni ini 

mengikuti perintahi penyidik. Dani keempati pengameni ini divonisi bersalahi 

olehi hakimi dani dijatuhi hukumani penjara. Namun, keempati pengameni in 

dinyatakani tidak bersalahi padau kasusi pembunuhani tersebut, hal ini 
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diperkuati dengani putusani Mahkamahi Agungi Nomor 

131/PK/PID.SUS/2015.  

Kenyataani ini berkaitani atasi perlindungani hukumi bagi seseorangi 

dani jugau penegakkani dalami hukumi acarau belumi terlaksanau dengani 

baik, terlalu banyak prosesi pelanggarani yangi terjadi dalami prosesi 

penegakani peraturani ini yangi mengakibatkani timbulnyau berbagai macami 

kasusi yangi menciderai parau korbani salahi tangkap. Terkadangi pulau parau 

aparati penegak hukumi melakukani prosesi penyidikani tidak sesuai dengani 

peraturani hukumi yangi berlaku dalami peraturani perundang-undangani atau 

bahkani melakukani perbuatani melawani hukumi dengani kekerasani dani 

intimidasi paksaan. Sebagai contohi adalahi kasusi empati pengameni Cipulir 

ini terjadi kekeliruani mengenai orangi (Eror ini Persona) sehinggau orangi 

yangi tidak melakukani perbuatani tindak pidanau dihukum.  

Dari itulahi penulisi tertarik untuk melakukani penelitiani mengenai 

“Analisisi Normatif Terhadap Putusani Korbani Salahi Tangkap (Studi Kasusi 

Putusani Nomor 131 PK/PID.SUS/2015)” yangi kemudiani secarau konkreti 

dipaparkani padau bagiani rumusani masalahi dibawahi ini.  

B. Rumusan Masalah  

Bertolak dari latar belakangi masalahi di atas. Makau dirumuskani 

pokok permasalahani sebagai berikut:  

1. Bagaimanakahi perlindungani hukumi terhadap korbani salahi tangkap 

padau kasusi Putusani Nomor. 131/PK/PID.SUS/2015?  
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2. Bagaimanakahi pertanggungjawabani penyidik terhadap korbani salahi 

tangkap padau kasusi Putusani Nomor. 131/PK/PID.SUS/2015?  

3. Bagaimanau Hukumi Pidanau Islami mengatur tentangi korbani salahi 

tangkap padau kasusi Putusani Nomor. 131/PK/PID.SUS/2015?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuani Penelitian  

Berdasarkani rumusani masalahi di atasi makau tujuani penelitiani 

ini, sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui Perlindungani Hukumi Terhadap Korbani 

SalahiTangkap Padau Kasusi Putusani Nomor.131PK/PID.SUS/2015 

b. Untuk mengetahui Pertanggungjawabani Penyidik Terhadap 

KorbaniSalahi Tangkap Padau Putusani Nomor.131/PK/PID.SUS/2015 

c. Mencari tahu Pengaturani Hukumi Pidanau Islami mengenai Korbani 

SalahiTangkap Padau Kasusi Putusani Nomor. 131/PK/PID.SUS/2015 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitiani diharapkani mempunyai manfaati antarau lain, 

sebagai berikut:  

1. Secarau Teoritis, melalui penelitiani ini diharapkani memberikan 

sumbangani bagi perkembangani ilmu pengetahuan, khususnyau dalami 

bidangi hukumi pidanau utamanyau dalami implementasi pemenuhani 

perlindungani hak asasi manusiau padau korbani salahi tangkap yangi 

berhadapani dengani hukumi dani pertanggungjawabani pidana apabilau 

terjadi pelanggarani terhadap hak asasi manusiau korbani salahi tangkap.  
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2. Secarau Praktis. melalui penelitiani ini diharapkani dapati memberi 

masukani konstruksif bagi aparati penegak hukumi di Indonesiau terkaiti 

dengani pemenuhani perlindungani hak asasi manusiau pada kekeliruani 

salahi tangkap dalami prosesi penyidikan. Sertau diharapkani dalami 

penulisani ini memberikani sumbangsihi kepadau hukumi nasional dalami 

rangkau pembinaani dani jugau pertimbangani untuk penegakani hukum.  

3. Bagi penulis, sebagai prosesi pmbelajarani yangi berhargau dalami 

penulisani skripsi dani menerapkani teori dalami disiplini ilmu hukum, 

sekaligusi hasil peulisani ini sebagai bahani Pustakau bagi penulisi 

utamanyau dapati dipergunakani untuk mengkaji lebihi lanjuti tentangi 

hukumi pidana.  

E. Kerangka Pemikiran  

Kerangkau pemikirani memuati uraiani mengenai teori atau konsep 

yangi bersumber dari berbagai literatur atau kepustakaani yangi berfungsi 

memberikani arahani atau panduani bagi penulisi dalami memahami 

permasalahani yangi akani dianalisisi dalami penulisani skripsi ini. Dalami hal 

ini secarau terperinci dapati digambarkani melalui bagani dibawahi ini;  
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Kerangkau pemikirani padau skemau di atasi dapati memberikani 

gambarani yangi dirangkai secarau sistematisi terkaiti alur pikirani dalami 

menjawab permasalahani dalami penelitiani ini. Kerangkau pikirani ini dibuati 

untuk mengetahui perani penyidik dani hakimi dalami perlindungani saksi 

dani korbanipadau peradilani perkarau pidanau korbani salahi tangkap. Dalami 

pelaksanaan peradilan, lembagau kehakimani memegangi perani yangi sangati 

penting, baik Mahkamahi Agungi sampai peradilani dibawahnyau terutamau 

pengadilani negeri dalami memberikani keadilani yangi sebenarnyau kepadau 

parau pencari keadilani yangi hak-haknyau di rampasi olehi pelaku salahi 

tangkap dimanau di atasi disebutkani sebagai penyidik. Bahkani parau korbani 

ini harusi mendapatkani titik adil sampai hasil diputuskani hakim.  

Dalami prosesi penegakani hukumi padau peradilani harusi 

menerapkani sistemi yangi mengacu padau KUHAP, dani hal ini harusi 
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dilaksanakani olehi parau penegak hukum. Kitab Undang-Undangi Acarau 

Pidanau UU No 8 Tahuni 1981 mengatur tatau carau pelaksanaani prosesi 

peneggakani hukumi pidanau mulai dari penyidikani sampai ke tahap putusani 

pengadilani padau Pasal 82,83,84,dani 85 Undang-Undangi No 8 Tahuni 1891 

Tentangi Hukumi Acarau Pidana. Pengaturani asasi pradugau tak bersalahi 

dapati dijumpai jugau padau Undang-Undangi Nomer 14 Tahuni 1970 

sebagaimanau diubahi dengani UndangUndangi Nomer 35 Tahuni 1999 

tentangi Ketentuan-Ketentuani Pokok Kekuasaan Kehakimani (UUPKK) 

yangi telahi diperbarui dengani Undang-Undangi Nomor 48 Tahuni 2009 

Pasal 8 ayati (1) yangi berbunyi : Setiap orangi yangi disangka, ditahan, 

dituntuti danau atau di hadapani dimukau sidingi pengadilan, wajib dianggap 

tidak bersalahi sampai adanyau putusani pengadilani yangi menyatakani 

kesalahannyau dani memperolehi kekuatani hukumi tetap. 
6
  

Dapati di analisisi Kembali tentangi putusani padau pengadilani 

tingkati pertamau sampai Mahkamahi Agung, gunau mengetahui kesalahani 

yangi terjadi padau tiap keputusani yangi diambil hakim. Pengajuani prau 

peradilani ini puni dapati membantu analisisi skripsi ini sebagai wujud 

perlindungani hukumi terhadap korbani salahi tangkap dani dapati diketahui 

bagaimanau bentuk tanggungjawab dari pelaku salahi tangkap.  

F. Metode Penelitian  

Metode penelitiani merupakani kegiatani ilmiahi yangi didasarkani 

padau metode, dani pemikirani tertentu yangi bertujuani mempelajari satu atau 

                                                 
6
 Jurnal Ilmiahi Universitasi Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017, hal.207  
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beberapau gejalau hokumi tertentu dengani carau melakukani analisisi 

terhadap objek kajiani tersebut. “Metode penelitiani dalami penentuanyau 

dipandangi penting, hal ini dikarenakani adau kaitannyau antarau jenisi 

penelitiani dengani sistematikau dani metode sertau analisisi datau gunau 

mencapai validasi yangi tinggi baik dalami hal datau yangi dikumpulkani 

maupuni dalami hal haasil akhir penelitiani tersebut.”
7
  

a. Metode Pendekatani  

Metode pendekatani yangi digunakani dalami penelitiani ini 

adalahi metode penelitiani yuridisi normatif. “Dimanau gambarani objek 

yangi dikaji dalami penelitiani ini dituangkani dengani metode deskriptif 

analistisi yakni upayau memberikani gambarani sertau sistematisi dani 

cermati terkaiti fakta-faktau dengani dihubungkani padau sifati populasi 

tertentu. Padau penelitiani jenisi ini, seringkali hukumi dikonsepkani 

sebagai apau yangi tertulisi dalami peraturani perundang-undangani (law 

ini books) atau hukumi dikonsepkani sebagai kaidahi atau normau yangi 

merupakani landasani berperilaku manusiau yangi dianggap baik.”
8
  

Penelitiani dengani pendekatani yuridisi normatif adalahi studi 

hukumi yangi berdasarkani kepustakaani padau data-datau sekunder 

dengani tujuani untuk mengkaji fenomenau yangi terjadi berdasarkani 

studi dokumeni dengani menggunakani peraturani perundang-

undanganisebagai landasani yuridis, teori-teori hukumi sebagai landasani 

                                                 
7
 Suratman dan Philipsi Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung, CV alfabeta, Hal. 44-

45  
8
 Amirudin dan Zaenal Asikin, Op., Cit,  Hal. 188  
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teoritisi sertau pendapati parau ahli hukumi yangi berkaitani dengani objek 

kajiani penelitiani ini.  

b. Jenisi Penelitian  

Jenisi penelitiani yangi digunakani dalami penelitiani ini adalah 

deskriptif analitis, yakni metode yangi dipakai untuk menggambarkani 

suatu kasusi yangi telahi terjadi yaitu korbani salahi tangkap empati 

pengameni di Cipalir Jakartau Selatani yangi didugau telahi melakukani 

pembunuhani ternyatau keempati pengameni tersebuti bukanlahi 

tersangkau pembunuhani melainkani merekau sebagai saksi yangi 

menemukani korban, dani telahi mendapati putusani bebasi dari 

Mahkamahi Agungi setelahi ditahani selamau 3 tahun.  

“Penelitiani sosial yangi menggunakani formati diskriptif 

bertujuani untuk menggambarkan, meringkaskani berbagai kondisi, 

berbagai situasi atau berbagai variable yangi timbul di masyarakati yangi 

menjadi objek penelitiani itu. Kemudiani menarik ke permukaani sebagai 

suatu ciri atau gambarani tentangi kondisi, situasi, ataupuni variable 

tertentu.”
9
  

c. Jenisi Data  

Jenisi datau yangi digunakani dalami penelitiani ini adalah data 

sekunder. “Data Sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk sudah 

                                                 
9
 Bugin, 2001, Metode Penelitian Sosial ; Formati -Formati Kuantitatif dan Kualitatif  
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jadi yakni berupa publikasi/laporan”
 10

. Data sekunder dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu : 

1) Bahani Hukumi Premier  

“ Bahani hukumi premier adalahi bahan-bahani hukumi yang 

mengikati dani terkaiti erati dengani penelitiani ini”
11

 yaitu :  

a. Al-Qurani , Sunnahi dani Fiqhi Jinayahi  

b. Undang-Undangi Dasar Negarau Republik Indonesiau Tahuni  

1945  

c. KUHP/ KUHAP  

d. Undang-Undangi Nomor 48 Tahuni 2009 Tentangi Ketentuan- 

Ketentuani Pokok Kekuasaani Kehakimani (UUPKK)  

e. Undang-Undangi Nomor 31 Tahuni 2014 Tentangi Perlindungani 

Saksi dani Korban.  

f. Undang-Undangi No. 11 Tahuni 2012 Tentangi Sistemi 

PeradilaniPidanau Anak  

2) Bahani Hukumi Sekunder  

Bahani hukumi sekunder yaitu bahan-bahani hukumi yangi 

memberikani penjelasani mengenai bahani hukumi premier, antarau 

laini : buku-buku yangi ditulisi olehi parau ahli hukum, rancangani 

undang-undang, jurnal-jurnal hukum, publikasi ilmiahi dari kalangani 

praktisi hukum, dani artikel-artikel.  

3) BahaniTersier  

                                                 
10

 Supranto J, 2003,Metode Penelitian Hukumi dan Statistik, Jakarta: PT.Rinekau Cipta, Hal.2  
11

 Ali Zainuddin, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.224  
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Bahani hukumi tersier yaitu bahan-bahani hukumi yang 

memberikani petunjuk atau penjelasani mengenai bahan-bahani 

hukumi premier dani sekunder, misalnyau : kamusi hukum, kamusi 

umum, ensklipodiau dani laini sebagainya.  

d. Pengumpulani Data  

“Dalami penulisani penelitiani ini, metode yangi digunakani olehi 

penulisi adalahi metode penelitiani kepustakaani (library research) yaitu 

dengani mempelajari, memahami dani menganalisisi putusan, 

perundangundangan, buku, publikasi ilmiahi berupau jurnal, dsb maupuni 

interneti yangi masihi berkaitani erati dengani objek yangi akani dikaji 

olehi penulis. Penelitiani ini terfokusi padau suatu masalahi yangi 

diajukani atau direncanakani untuk diteliti kebenarannyau menuruti cara-

carau yangi dapati dipertanggungjawabkani dari segi ilmiahi dani 

penelitiannyau bersumber padau kepustakaani atau dokumentasi.”
12

  

e. Metode Analisisi Data  

“Setelahi datau selesai dikumpulkani dengani lengkap, tahapani 

selanjutnyau adalahi tahap analisisi data. Analisisi datau adalahi prosesi 

penyederhanaani datau ke dalami bentuk yangi lebihi mudahi dipahami 

dani Sehinggau di tahap ini datau akani diolahi untuk memperolehi 

kebenaran-kebenarani yangi dapati digunakani dalamimenjawab 

persoalan-persoalani yangi diajukani penulisi dalami penelitian ini. 

Analisisi datau yangi dilakukani dalami penelitiani ini adalahi secarau 

                                                 
12

 Absori, dkk, 2015, Op., Cit.Hal. 12-13  
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kualitatif,”
13

 yaitu data-datau yangi adau dibuati dalami kata-katau 

maupuni kalimat-kalimati yangi teratur, runtut, logisi dani efektif 

sehinggau mmudhkani interprestasi datau dani pemahamani hasil analisis.  

“PenelitianiKualitatif adalahi jenisi penelitiani yangi 

temuantemuannyau tidak diperolehi melalui prodesur statistik atau bentuk 

hitungani lainnyau dani bertujuani mengungkapkani gejalau secarau 

holistikkentekstual melalui pengumpulani data- datau dalami penelitiani 

kualitatif adalahi datau deskriptif yangi umumnyau berbentuk kata-kata, 

gambargambar atau rekaman.”
14

  

G. Sistematika Penulisan  

Hasil penelitiani ini akani disusuni dalami formati penulisani hukum, 

makau penelitiani ini mengadopsi sistematikau hukum. Adapuni sistematikau 

penulisani hukumi ini terdiri dari empati bab, dimanau tiap-tiap bab terbagi 

dalami sub-sub bagiani yangi dimaksudkani untuk memudahkani pemahamani 

terhadap keseluruhani hasil penelitiani ini. Adapuni sistematikau 

penulisannyau adalahi sebagai berikuti :  

Bab I Pendahuluani yangi memuati mengenai latar belakangi masalah, 

pembatasani dani rumusani masalah, tujuani dani manfaati penelitian, 

kerangkau pemikiran, metode dani sistematikau penelitiani skripsi.  

Bab II Tinjauani Pustakau yangi memuati uraiani umumi mengenai 

Korbani(Pengertian, Jenis, Hak Korban); Tinjauani Umumi Korbani Salahi 

                                                 
13

 Moleongi Lexy J, 2010, Metodologi Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remajau Rosdakarya, 

Hal.186.   
14

 Sugiarto Eko, 2015, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: 
Suakau Media, Hal. 8-9  
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Tangkap dalamiKUHP/KUHAP dani Hukumi Islam; Tinjauani Umumi 

Tentangi Kepolisiani dani Penyidik Kepolisiani (Definisi, Kewenangan, 

Tugasi dani Kewajiban); Tinjauani Perlindungani Hukum; Asasi Pradugau 

Tak Bersalahi (Persumtioni of Innocence).  

Bab III Hasil Penelitiani dani Pembahasani yangi memuati mengenai 

jawabani tentangi apau yangi menjadi rumusani masalahi dari penulis.  

Bab IV adalahi Penutup yangi berisikani kesimpulani terkaiti hasil 

penelitiani dani sarani yangi berfungsi sebagai tindakani lanjuti dari 

kesimpulani tersebut.  

 

 

 


